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PROBLEMATIKA HUKUM PEMBUKAAN TAMBANG
PADA KAWARSAN HUTAN LINDUNG,

Tesis 52 Oleh Desirwan Indra : Pembimbing 1) Dr., Ferdi, SHMH, dan
2} Sukanda Husin, SH, LL.M

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara prinsip
—welarang dilakukannva penambangan pada kawasan hutan lindung. Di satu sisi
~ndang-undang  1m melarang  dilakukannya penambangan pada kawasan hutan
Codung, namun ternyata disisi lain undang-undang ini membuka peluang untuk
Zilzkukannya penambangan pada kawasan hutan lindung.

Pasal 38 Undang-undang Momor 41 Tahun 1999 vang mengatur tentang
seneounaan kawasan hutan untuk usaha penambangan. scharusnya secara jelas dan
coas menyvatakan larangan melakukan penambangan Ji kawasan hutan lindung,
~coingea tujuan untuk menvelamatkan hutan dan dampak negatif ingkungan akibat
seowurangnyva hutan secara drastis setiap tahunnya dapat tercapai. Diberikannya izin
~2= belas perusahaan untuk melakukan penambangan pada kawasan hutan telah
memimulkan rasa ketidakadilan terhadap perusahaan-perusahaan tambang lain yang
serieinginan untuk melakukan hal yang sama. Larangan dilakukannya penambangan
Sxawasan hutan lindung oleh pemerintah pusat secara tidak langsung telah
=ementahkan kewenangan vang telah diberikan Undang-lindang kepada pilihan
semerintah daerah kabupatenkota.

Kemungkinan secara hukum untuk dapat dilakukannya penambangan pada
wewasan hulan lindung vaito dengan jalan mengalih fungsikan status hutan lindung
=r==but menjadi hutan produksi. Alih fungsi int harus dilakukan melalui suatu kajian
cang komprehensif, Pemerintah harus objektif dalam menentukan dan menetapkan
szwasan hutan lindung mana saja yang benpar-benar dapat dialihkan, sehingga hutan
czme dialib fungsikan benar-benar lepal sasaran dan tepat tujuan. Sudah sepantasnya
semennizh memikirkan dibuatnya undang-undang vang khusus mengatur tenlang
semeciolaan sumber daya alam, sehingga ada kejelasan dan kepastian hukum tenlang
== cara pengelolaan sumber daya alam. disamping itu tumpang tindih kewenangan
sviez undang-undang vang satu dengan undang vang lain bisa di minimalisir atau
se=kan dihilangkan.




BABI

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan ncogara vang kaya akan bahan galian (tambang).
Bahan galian itu meliputi emas, perak, lembaga, minyak dan gas bumi, batu bara,
dan lain-lain, Bahan galian it dikuasa oleh negara. Hak penguasaan negara
berisi wewenang untuk mengatur. mengurus dan mengawasi pengelolaan atau
pengusahaan bahan palian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakan schesar-
hesarnva untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara disclengparakan
uleh pemerintah'.

Dalam  pengusahaan  bahan  galian  (tambang), pemerintah  dapat
melaksanakan sendiri danfatan menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk
melaksanakan pekerjaan-pekerjaan vang tidak atau belum dapat dilaksanakan
sendirt oleh instansi pemerintah (lihatl pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor
Il Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan)’,

Bahan galian mineral merupakan salah satu sumber daya alam yang
pembentukannya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor geologi. Aspek geologi
tersebut menyebabkan penvebaran dan keterdapatan bahan-bahan galian tersebut

lidak merata di semua tempat. Bahan galian tertentu dapat terkonsentrasi pada

" Salim HS, “Fukum Pertambanzan 10 Indonesia™, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi
Revisi, 2007, hal : [
ibid




[

satu atau lebih daerah admimstratif. sedangkan di dacrah lainnva mungkin bahan

calian mempunyai karakier vang berbeda pula’
I Secara ckonomi pemanfaatan bahan galian mineral masih diharapkan
schagal penggerak dan pendorong kegialan pembangunan. Karena pembangunan
merupakan pertumbuhan ekonomi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan,
“amun dalam  mengejar  pertumbuhan ekomomi i, sering  lerjadi  pacuan
pertumbuhan yvang seringkali menimbulkan dampak vang tidak terduga terhadap
lngkungan alam dan lingkungan sosial’.

Salim. HS. dalam bukunya "Hukum Pertambanean Di Indonesia”™
menyehutkan  keberadaan  perusahaan  lambang  sebagat  pelaku  usaha
pertambangan menimbulkan dampak positil yaitu
meningkatkan devisa negara;
meningkatkan pendapatan ashi daerah;

menanmping tenaga kerja .

e

meningkatnya kondisi sosial ckonomi, kesehatan, dan budava masvarakat
vang bermukim di hngkar tambang.
Namun Salim juga menvatakan bahwa keberadaan perusahaan tambang

21 Indonesia juga telah menimbulkan dampak negatit di dalam pengusahaan

* Dinas Pertambangan dan Energi Kab, Pasaman, "Buky Promosi Potensi Pertambangan
Lstmmaren Pasaman Sumatery Barad”, 2007 hal. 3.

' Nabiel Makarim, “Sambutan Dalam Seminar Pemikivan Perufahan UL Noo 23 Tahun 1997
e=mone Pengolofaan Lingiungon Hidup”, Jakara, 2003, hal. 1.




BAB 1V

PENUTUP

AL Kesimpulan

L.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara prinsip
melarang dilakukannya penambangan pada kawasan hutan hindung. Di satu
sisi Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, melarang  dilakukannya
penambangan pada kawasan hutan lindung, namun ternyvata disisi lain
undang-undang int membuka peluang untuk dilakukannya penambangan pada
kawasan hutan lindung. Pasal 38 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 vang
mengatur tentan penggunaan kawasan hutan untuk usaha penambangan.
scharusnya secara  jelas dan  legas menyatakan larangan  melakukan
pemambangan dihutan lindung, sehingga tujuan untuk menyelamatkan hutan
vang setiap tahunnya berkwang secara drastis dapat tercapai, Begitu jupa
dampak negatil lingkungan akibal penebangan hulan secara besar-besaran
dapat dihindarkan. Dikcluarkannya Kepres Nomor 41 tahun 2004 vang
mengatur tentang 1z2in ataw perjanjian 13 perusahaan di bidang pertamhbangan
vang herada di kawasan hutan telah menimulkan rasa ketidakadilan terhadap
perusahaan-perusahaan tambang lain yang berkeinginan melakukan usaha
pertambangan  pada  kawasan  hutan.  Adanva  larangan  melakukan
penambangan ini secara tidak langsung mementahkan kewenangan urusan

pilihan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bidang energi dan sumber

daya mineral. untuk memberikan izin usaha pertambangan dan mineral
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